
WALIKOTA BANJARMASIN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN 
NOMOR 2  TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN 

NOMOR 73 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BANJARMASIN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pecloman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 
Daerah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis 
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan 
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 
Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk 
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 
Bantuan  Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 
Kesetaraan serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan 
Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, 
perubahan rincian anggaran dapat dilakukan dengan cara 
mengubah Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD 
sebagai  dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya 
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD; 



b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, terjadi pergeseran anggaran. pada Belanja Tidak 
Langsung dan Belanja Langsung mendahutui perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Banjarmasin Tahun Anggaran 2019; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Banjarmasin tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Walikota Banjarmasin Nomor 73 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Banjarmasin Tahun Anggaran 2019. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 
9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
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8. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 
3) 

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Banjarmasin Nomor 40); 

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Banjarmasin Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 
Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 13); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 73 TAHUN 2018 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2019. 



Pasal I 

Ketentuan Lampiran II, dalam Peraturan Walikota Nomor 73 tahun 2018 tentang 
Penjabaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor 73 Tahun 2018) pada 
Organisasi Dinas Kesehatan dan Badan Keuangan Daerah diubah, sehingga 
keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin. 

Ditetapkan di Banjarmasin 
pada tanggal 1 iipri1 2Q19 

WALIKOTA BANJARMASIN, 

IBNU SINA 

Diundangkan. di Banjarmasin 
pada tanggal 2 41pri 1 21 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 

HAMLI KURSANI 

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 21 
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